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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga kepailitan bukan merupakan lembaga yang baru dalam sistem 

hukum Indonesia. Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur tentang 

kepailitan karena diwarisi dari zaman Hindia Belanda, yang diatur dalam 

Verordening op het Faillissement en de Surseance van Betaling de Europeanen in 

Nederlands Indie (Faillissement Verordening), Staatsblaad 1905 Nomor 217 

juncto Staatsblaad 1906 Nomor 348. Berdasarkan Staatsblaad 1906 Nomor 348 

maka Peraturan Kepailitan mulai berlaku tanggal 1 November 1906 dan 

selanjutnya tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang (KUHD).1 

Terjadinya krisis ekonomi dan gejolak moneter tahun 1997 yang melanda 

Indonesia telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan 

perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya 

sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan 

usahanya tidak mudah, mengingat modal yang diperoleh para pengusaha pada 

umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari bank, 

penanaman modal, penerbitan obligasi, maupun cara lain yang diperbolehkan, 

telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian piutang. 

                                                           

       1M.Hadi Subhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana 
Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal.5-6. 



Pada tanggal 22 April 1998, Pemerintah mengundangkan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissement Verordening, Staatsblaad 

1905 Nomor 217 juncto Staatsblaad 1906 Nomor 348), yang kemudian ditetapkan 

menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, karena 

peraturan yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan 

hukum masyarakat untuk penyelesaian utang piutang. Salah satu perubahan 

terpenting dari peraturan kepailitan tersebut adalah pembentukan Pengadilan 

Niaga. Pembentukan Pengadilan Niaga masih dalam lingkup Pengadilan Negeri 

waktu itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaaan Kehakiman juncto Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaaan Kehakiman.2 

Pengadilan Niaga yang pertama dibentuk adalah Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 

1999, 18 Agustus 1999, didirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, 

Medan, dan Semarang. Pengadilan Niaga sangat diperlukan untuk menyelesaikan 

sengketa-sengketa niaga seperti masalah kepailitan dan masalah-masalah yang 

terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).3  

                                                           

       2Ibid,hal.101. 
       3Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, Eksistensi Pengadilan Niaga dan 
Perkembangannya Dalam Era Globalisasi, tersedia di http://www.bappenas.go.id, diakses tanggal 
25 Desember 2009. 



Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang 

Kepailitan mengalami perubahan dan penyempurnaan lagi menjadi Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU). Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, 

kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan 

Niaga apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:4 

1. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur; 

2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh 

tempo dan dapat ditagih. 

Di dalam pelaksanaan perjanjian antara debitur dan kreditur, biasanya 

tidak selalu berjalan lancar sehingga dalam menyepakati suatu perjanjian para 

pihak adakalanya memasukkan klausula arbitrase dalam perjanjian tersebut. 

Klausula arbitrase ini sangat penting bagi para pihak apabila terjadi sengketa atau 

perselisihan diantara para pihak. Perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan 

melalui peradilan umum atau arbitrase, tetapi pada saat ini para pihak cenderung 

menggunakan arbitrase daripada peradilan umum. Arbitrase adalah cara 

penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada 

perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa 

dengan menunjuk pihak ketiga sebagai arbiter yang diberi wewenang untuk 

                                                           

       4Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang. 



memutuskan sengketa. Arbitrase memiliki kelebihan dibandingkan dengan 

peradilan umum antara lain :5 

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak; 
2. Dapat dihindarkan kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan 

administratif; 
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai 

pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai 
masalah yang disengketakan, jujur, dan adil; 

4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan 
masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;dan  

5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan 
melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat 
dilaksanakan. 
 

Para pihak jika dalam perjanjiannya sepakat akan menggunakan arbitrase 

dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa terhadap pelaksanaan perjanjian yang 

mereka buat maka para pihak tersebut akan menggunakan arbitrase sebagai 

penyelesaiannya. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, jika debitur 

sudah berada dalam keadaan berhenti membayar atau sudah tidak mampu lagi 

membayar utang-utangnya dapat dijatuhi putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, 

baik atas permohonan kreditur maupun debitur itu sendiri atau pihak lainnya yang 

ditentukan menurut undang-undang ini. Akan tetapi, apabila dalam perjanjian 

tersebut memuat klausula arbitrase, apakah debitur atau kreditur dapat 

mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga yang berwenang untuk 

memeriksa perkara tersebut, atau diselesaikan melalui prosedur arbitrase sesuai 

dengan isi perjanjian. 

                                                           

       5Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. 



Dalam hubungannya dengan masalah sengketa yang dapat diselesaikan 

melalui arbitrase, Sutan Remy Sjahdeini pernah berpendapat bahwa sengketa 

kepailitan merupakan sengketa yang seyogyanya dapat diselesaikan melalui jalur 

arbitrase. Dengan kata lain, lembaga arbitrase seharusnya berwenang untuk 

menyelesaikan sengketa kepailitan, disamping Pengadilan Niaga. Namun, 

berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung, Putusan No.21/PK/N/1999, ditentukan 

bahwa perkara kepailitan tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada arbitrase, 

karena telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 

tentang Kepailitan, sesuai dengan Pasal 280 ayat (1), yang berwenang memeriksa 

dan memutus perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga.6  

Hal ini kemudian dikuatkan dengan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004, yaitu “Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan 

permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat 

klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pailit telah 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) undang-

undang ini”. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA DALAM 

MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN YANG MEMUAT 

KLAUSULA ARBITRASE”. 

 

                                                           

       6Achmad Daniri, Memilih Arbitrase Untuk Atasi Sengketa, tersedia di http://www.governance-
indonesia.com, diakses tanggal 25 Desember 2009. 



B. Perumusan Masalah 

Bertitik tolak dari apa yang penulis kemukakan dalam latar belakang 

pemilihan judul di atas maka dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis perlu 

membatasi sedemikian rupa agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari 

sasarannya. Untuk mengatasi permasalahan ini maka penulis mengangkat 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kompetensi Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan 

perkara kepailitan yang memuat klausula arbitrase? 

2. Apakah kreditur dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan 

Niaga apabila terdapat klausula arbitrase? 

3. Bagaimanakah penyelesaian perkara kepailitan yang memuat klausula 

arbitrase, jika dilihat dari penerapan asas hukum lex specialis derogat lex 

generalis ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kompetensi Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan 

perkara kepailitan yang memuat klausula arbitrase. 

2. Untuk mengetahui apakah kreditur dapat mengajukan permohonan pailit 

ke Pengadilan Niaga apabila terdapat klausula arbitrase. 



3. Untuk mengetahui penyelesaian perkara kepailitan yang memuat klausula 

arbitrase, jika dilihat dari penerapan asas hukum lex specialis derogat lex 

generalis. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

Untuk memperdalam dan memperkaya khasanah pengetahuan di bidang 

hukum perdata, khususnya dalam hal penyelesaian perkara kepailitan di 

Pengadilan Niaga, dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum. 

2. Manfaat Praktis 

Untuk memberikan kepastian hukum bagi para kreditur, debitur, dan 

praktisi hukum dalam menyelesaikan perkara kepailitan yang memuat 

klausula arbitrase. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam 

Bab III sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tidak perlu diragukan lagi bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang 

memeriksa dan menyelesaikan permohonan pailit dari para pihak yang 

terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang 

menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 303 Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004. Kebebasan berkontrak (Choice of Law) yang ada 

dalam perkara kepailitan tidak berpengaruh atau tidak berlaku mutlak. 

2. Kreditur dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga 

apabila terdapat klausula arbitrase, persyaratannya tetap mengacu pada 

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan 

prosedur permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur terhadap debitur 

yang terikat klausula arbitrase pun juga sama dengan proses kepailitan 

biasa. Kreditor juga tetap dapat mengajukan permohonan pailit ke 

Pengadilan Niaga walaupun sebelumnya permohonan pailit tersebut telah 

diajukan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 



3. Penyelesaian perkara kepailitan yang memuat klausula arbitrase, jika 

dilihat dari penerapan asas hukum lex specialis derogat lex generalis 

dalam beberapa kasus yang ada diselesaikan dengan penafsiran hukum 

oleh majelis hakim yang menjadi yurisprudensi bagi hakim selanjutnya, 

sehingga telah menempatkan undang-undang kepailitan sebagai lex 

specialis dan undang-undang arbitrase sebagai lex generalis. 

 

B. Saran 

1. Dengan adanya beberapa kasus perkara kepailitan yang memuat klausula 

arbitrase yang telah diputus dan semuanya telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap berarti sudah dapat dijadikan yurisprudensi tetap dan salah 

satu sumber hukum di Indonesia yang dapat menjadi pedoman bagi para 

hakim. 

2. Pemerintah hendaknya dapat segera memikirkan untuk membuat suatu 

peraturan atau lembaga tertentu yang berwenang menyelesaikan apabila 

timbul masalah mengenai tumpang tindih antara peraturan khusus yang 

satu dengan peraturan khusus yang lain, misalnya antara Undang-Undang 

Kepailitan dan PKPU dengan Undang-Undang Arbitrase. 

3. Perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai Pengadilan 

Niaga sehingga dapat dibandingkan Undang-Undang Kepailitan dan 

PKPU dengan Undang-Undang Arbitrase, seandainya ada fenomena 

hukumnya akan mengalami perubahan.  
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